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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tingkir tahun 2023 dapat kami
susun.

Rencana Kerja (Renja) Perencanaan tahunan yang
memuat rencana program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan
dan sasaran Kecamatan Tingkir selama tahun 2023.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Renja
ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, maka
kami sungguh mengharapkan usul, saran dan masukan untuk
perbaikan dan peninngkatan kinerja di tahun yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak atas dukungan dan partisipasinya sehingga Renja
Kecamatan Tingkir Tahun 2023 ini dapat tersusun.




BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang telah diubah dengan
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah dan Pemerintah
Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan. Setiap
proses penyusunan dokumen perencanaan tersebut memerlukan
koordinasi antar institusi pemerintah dan partisipasi seluruh
pelaku pembangunan.

Pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 dijelaskan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari
RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang
memuat rancangan Kkerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik
yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen Rencana
Kerja -Kecamatan Tingkir ini disusun berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan
Tingkir pada tahun-tahun sebelumnya yang dituangkan dalam
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tingkir, dan antisipasi
terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan
dinamika perkembangan lingkungan  strategis. Proses
penyusunannya dilakukan dengan melibatkan peran serta
masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan, menuju terwujudnya

tata pemerintahan yang baik (good governance).
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Dengan proses yang lebih partisipatif, memungkinkan
masyarakat menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau
kinerja  pemerintah, sehingga semakin meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas aparat pemerintah dalam
mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat.

Adanya perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik
yang sangat fundamental —menuntut perlunya sistem
perencanaan pembangunan yang komprehensif dan mengarah
pada perwujudan transparansi, akuntabilitas, demokratisasi,
desentralisasi, dan partisipasi masyarakat yang akhirnya dapat
menjamin pemanfaatan semakin terbatas menjadi lebih efektif
dan efisien. Mekanisme perencanaan pembangunan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
terdapat lima pendekatan dalam proses perencanaan
pembangunan sebagai berikut: pendekatan politik, pendekatan
teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan atas-bawah
(top-down), dan pendekatan bawah-atas (bottom-up).

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tersebut dan berubahnya paradigma pendekatan
dalam proses perencanaan pembangunan, proses perencanaan
pembangunan yang selama ini bersifat tertutup, eksklusif dan
elitis serta mengabaikan partisipasi masyarakat berubah menjadi
proses perencanaan dengan pendekatan partisipatif dan
pendekatan bottom-up. Proses dilaksanakan dengan melibatkan
semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan
(stakeholder) untuk mendapatkan aspirasi dan menimbulkan
rasa memiliki.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk mendorong
pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan
kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan

mengembangkan peran dan fungsi DPRD.
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Otonomi Daerah ditempatkan secara utuh pada Daerah
Kabupaten dan Kota yang lebih mengutamakan pelaksanaan
asas Desentralisasi, dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan
bertanggung jawab.

Kondisi dan keadaan tersebut menuntut organisasi
termasuk instansi pemerintah untuk tegar dan kuat dalam
berkompetisi, karena akan terjadi banyak kesempatan dengan
diiringi lebih banyak persaingan.

Dorongan-dorongan dari kemajuan teknologi, integrasi
ekonomi dunia serta kejenuhan pasar negara maju, kesemuanya
menuntut pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan
baik ekonomi, sosial dan sendi-sendi penyelenggaraan
pemerintah vterutama dalam praktek pelayanan kepada
masyarakat.

Pemerintah Kecamatan yang membawahi kelurahan
sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan selalu
berpedoman dan berorientasi kepada pemberian pelayanan
kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga terwujud
“Good Governance” serta berusaha memberdayakan masyarakat
menuju kemandirian, keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Tahun 2023 merupakan masa transisi dokumen
perencanaan pasca berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah di
tahun 2022. Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2023
mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan pembangunan Nasional dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 mengamanatkan bahwa
pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan
melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk
melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang
matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja merupakan perencanaan tahunan yang
merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia

dengan sumber daya lain agar mampu menjawab tantangan
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perkembangan lingkungan (strategis) regional serta nasional dan
| tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan
‘ demikian Rencana Kerja Kecamatan Tingkir Tahun 2023
} merupakan kebutuhan nyata untuk mengantisipasi berbagai
‘ permasalahan yang akan dihadapi termasuk persiapan Pemilu
2024 yang akan berkaitan pula dengan penerapan sistem
pertanggungjawaban pemerintah yang tepat, jelas dan nyata.
Adapun fungsi dari Rencana Kerja tersebut adalah :
1. Sebagai jaminan keterkaitan dan konsistensi antara ;
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian }
serta pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan di
Kecamatan Tingkir.
2. Merupakan indikator dalam pencapaian pemberdayaan
masyarakat sebagai adalah satu unsur potensi sumber daya ‘

masyarakat secara efektif, efisien.

Kedudukan Kecamatan Tingkir adalah :

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh  pemerintah
daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Daerah
kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan danKecamatan dibagi
atas kelurahan dan/atau Desa

Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang
merupakan ujung tombak pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan adalah sebagai pilar dari pelaksanaan Otonomi
Daerah dalam rangka untuk mendorong pemberdayaan

masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas,

meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
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1.2.
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Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota
Salatiga telah melakukan penataan kembali kelembagaan yang
ada di daerahnya dengan Peraturan Daerah ( Perda ) yang baru,
salah satu diantaranya adalah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
serta Peraturan Walikota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan
koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan
pemberdayaan masyarakat kelurahan. Kecamatan adalah bagian
wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan Pemerintah Kelurahan
dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Camat.

Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014;




10.

11

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2010 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009-2029;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota
Salatiga Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-
2030;

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga;




19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Salatiga Tahun Anggaran 2017-2022;

20. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah Daerah Kepada Camat dan Lurah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Walikota Salatiga Nomor 2 tahun 2016;

21. Peraturan Walikota Salafiga Nomor 118 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

22. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Kecamatan Tingkir ini disusun dengan
maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dan tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan
tahun 2023 dalam rangka mencapai visi, misi dan program
tiap seksi di Kantor Kecamatan Tingkir terutama untuk
mencapai pelayanan prima kepada masyarakat.

2. Untuk memudahkan seluruh aparat Kecamatan Tingkir
untuk memahami dan menilai arah seluruh kegiatan agar
antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di setiap seksi
dapat berjalan lancar dan baik.
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1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan

Tingkir Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I.

PENDAHULUAN

1.2. Latar Belakang

1.3. Landasan Hukum
1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KEC.TINGKIR

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah
Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat
Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RENSTRA

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP
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BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tingkir Tahun 2021
dan Capaian Renstra OPD

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021
sebagaimana yang telah disusun perencanaan program dan
kegiatan kecamatan Tingkir selama satu tahun Anggaran yang
semuanya mengacu pada sasaran dan program yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Tingkir, maka
dapat disampaikan bahwa Kecamatan Tingkir dengan
pelaksanaan koordinasi yang baik dengan semua pihak telah
dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan yang
telah dituangkan dalam Renja setiap tahunnya.

Dengan demikian Kecamatan Tingkir selalu menjaga
komitmen bersama untuk mewujudkan visi yang tertuang dalam
Renstra Kecamatan Tingkir yaitu Kecamatan Tingkir berusaha
memberikan pelayanan prima, dan memberdayakan masyarakat
serta pemerintahan kelurahan menuju kesejahteraan dan
kemandirian.

Selanjutnya segala perencanaan program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 diarahkan sesuai
dengan misi organisasi yaitu meningkatkan kualitas pelayanan
publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good
_governance). Sehingga perkiraan capaian pada tahun 2023

diharapkan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
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Tahun 2021, Kecamatan Tingkir melaksanakan 5 (lima)
program terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan dan 28 (dua puluh
delapan) sub kegiatan, hampir semua tercapai dan dapat
dilaksanakan sesuai dengan target.

Target dan Realisasi Anggaran pada Kecamatan Tingkir
Tahun 2021 sebagai berikut :

Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) Prosentase
Anggaran Belanja | 18.983.913.600,00 | 18.298.076.869,00 96,39 %
Daerah
- Belanja 18.961.018.600,00 | 18.289.435.619,00 96,46 %

Operasi
- Belanja Modal 22.895.000,00 8.641.250,00 37,74 %

Belanja Daerag Kecamatan Tingkir tahun 2021 terdiri dari
beberapa program dan kegiatan dengan perincian sebagai
berikut:

No Program dan Kegiatan Target Realisasi
1 | Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah
kabupaten / Kota

- Kegiatan Perencanaan, 3.700.000,00 1.863.250,00

Penganggaran dan

evaluasi kinerja

Perangkat daerah

- Kegiatan Administrasi 8.848.500.000,00 | 8.548.323.474,00
Keuangan Perangkat
Daerah

- Kegiatan Administrasi 8.000.000,00 6.963.475,00

Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah

- Kegiatan Administrasi 295.676.600,00 217.260.945,00
Umum Perangkat
Daerah

- Kegiatan Administrasi 5.263.000,00 4.868.000,00
Kepegawaian Perangkat
Daerah

- Kegiatan Pengadaan 23.619.000,00 8.641.250,00
Barang Milik Daerah
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No

Program dan Kegiatan

Target

Realisasi

Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Kegiatan Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Kegiatan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

468.251.100,00

179.171.900,00

445.210.076,00

161.472.849,00

Program Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pelayanan
Publik

Kegiatan Koordinasi
Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan
di Tingkat Kecamatan
Kegiatan
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
yang Tidak
dilaksanakan oleh unit
kerja perangkat daerah
yang ada di Kecamatan

56.624.000,00

14.000.000,00

53.030.000,00

9.794.400,00

Program Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan
Kelurahan

Kegiatan Koordinasi
Kegiatan Pemberdayaan
Desa

Kegiatan Pemberdayaan
Kelurahan

185.721.000,00

8.121.326.700,00

168.394.500,00

7.915.220.150,00

Program Koordinasi

Ketentraman Dan Ketertiban

Umum

Kegiatan Koordinasi
Upaya Penyelenggaraan
Ketenteraman dan

Ketertiban Umum

697.716.000,00

693.335.000,00




No Program dan Kegiatan Target Realisasi

S5 | Program Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan
Desa
- Kegiatan Fasilitasi, 76.344.300,00 63.699.500,00
Rekomendasi dan
Koordinasi Pembinaan

dan Pengawasan Desa

Jika melihat pencapaian target OPD tahun 2021
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan dengan
Renja OPD pada tahun-tahun sebelumnya ada beberapa
perbedaan ini dikarenakan (1) kegiatan yang dilaksanakan pada
tahun 2021 disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (2) ada
tambahan anggaran untuk Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk

percepaan penangan Covid-19 (Tabel 1).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tingkir

Kecamatan Tingkir merupakan bagian Organisasi
Perangkat Daerah Kota Salatiga dalam merealisasikan otonomi
daerah yang dilaksanakan secara luas, nyata dan
bertanggungjawab dengan mengembangkan pola hubungan yang
sinergis antara masyarakat, sektor swasta dan Pemerintah
Daerah. Selanjutnya sesuai kewenangan yang dimiliki, Camat
sebagai  koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di
wilayahnya mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan
pemerintahan dalam rangka pemenuhan pelayanan publik sesuai
karateristik Wilayah, kebutuhan Daerah dan tugas Pemerintahan
lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk itu
Kecamatan Tingkir dituntut untuk dapat meningkatkan
kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik.

Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan

secara berkala antara lain rapat koordinasi secara rutin yang
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meliputi bidang pemerintahan, Kketentraman, Kketertiban,
pembangunan dan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal pelayanan publik Kecamatan Tingkir telah
melakukan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat,
pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi,
melakukan pengawasan internal, penyuluhan kepada
masyarakat serta pelayanan konsultasi.

Selanjutnya di bidang pemberdayaan masyarakat
kelurahan, Kecamatan Tingkir berupaya memberdayakan
masyarakat untuk mewujudkan kemampuan, kemandirian
masyarakat dan berkelanjutan yang meliputi aspek ekonomi,
sosial budaya politik dan lingkungan hidup melalui penguatan
lembaga kemasyarakatan dan penguatan kapasitas masyarakat
dalam perencanaan pembangunan.

Strategi yang digunakan dalam rangka penyusunan
konsep perencanaan pembangunan yang merupakan sumber
aspirasi dan keinginan masyarakat dituangkan dalam dokumen
perencanaan pembangunan sebagai dasar pelaksanaan
pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan

Kecamatan Tingkir.

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tingkir
Kota Salatiga
Target Renstra OPD Realisasi Capaian Proyeksi N
atatan
i g i Lo Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun |Tahun | Analisis
(2021) | (2022) | (2023) | (2024) | (2021) | (2022) | (2023) | (2024)
(1 @) (S] (4) (5) 6) (7) @®) ©) (10) (11) (12) (13)

Nilai Indeks Kepuasan

1 Muyarakat o 90 92 |92,05|92,10 | 8594 86,79 87,00 | 87,5
Tingkat Fasilitasi
Kegiatan Kelembagaan %

25 | 3i Rocammiatan dan 85 86 0 0 88 100 0 0
Kelurahan
Presentase Realisasi

3 |Usulan Hasil % 58 60 60 60,05 | 40,39 64,12 60 60,5
Musrenbang
Cakupan RW
Berprestasi di Bidang %

4 Rebors handa 85 85 0 0 43 40,8 0 0
Kesehatan Lingkungan
Persentase realisasi

S5 |wajib Pajak yang % 87 88 71 72 95,62 91,76 71 72
membayar PBB P2

6 |Persentase PKK Aktif % 0 o] 72 72,5 0 (¢] 72 72,5




2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Tingkir

«

Permasalahan Kecamatan Tingkir merupakan “gap
expectation” antara kinerja Kecamatan Tingkir yang dicapai saat
ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin
dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan
dibuat. Potensi permasalahan Kecamatan Tingkir pada umumnya
timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal,
kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan,
dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan yang
dihadapi kecamatan Tingkir antara lain:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan di kecamatan dan
kelurahan, yang ditunjukkan dari rerata persentase kepuasan
masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh kecamatan
dan kelurahan sebesar 85,37 persen.

2. Belum Optimalnya serapan usulan masyarakat, yang
ditunjukkan dari rerata persentase serapan usulan

masyarakat sebesar 59,86 persen atau realisasi usulan hasil

Musrenbang baru mencapai 59,86 persen.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan
publik yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Sekretariat

- Kurang ketersediaan jumlah aparatur yang sesuai dengan
analis beban kerja.
- Masih kurang memadainya sarana dan prasarana dalam
menunjang kinerja kantor.
2. Seksi Pelayanan
- Belum optimalnya system layanan informasi dan
pengaduan.
- Belum optimalnya pembinaan terhadap petugas pelayanan
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Kurangnya koordinasi pembinaan dan penguatan

kelembagaan antar kecamatan dengan OPD teknis
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4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- Belum memadainya sarana prasarana penunjang kerja
pembangunan.
- Belum optimalnya pendampingan usaha kecil menengah
dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
5. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
- Belum optimalnya fungsi dan pelayanan bidang social dan
pemberdayaan masyarakat.
- Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

dalam pengelolaan lingkungan.

Dari sisi internal, Kecamatan Tingkir mempunyai kekuatan
dan kelemahan.

Kekuatan yang dimiliki Kecamatan Tingkir antara lain:

1. Lokasi kantor Kecamatan yang strategis sehingga akses
menuju kantor kecamatan mudah dijangkau oleh warga yang
membutuhkan pelayanan di wilayah Kecamatan Tingkir;

| 2. Lingkungan kantor kecamatan yang luas, area terbuka

} hijaunya luas sehingga suasana kantor nyaman;

; 3. Tersedianya fasilitas yang memadai pada Kantor Kecamatan

Tingkir seperti tersedianya toilet bagi pengunjung, ruang

i tunggu didalam dan luar ruangan, parkiran motor dan mobil
yang luas, gedung pertemuan, mushola yang bersih serta
disediakan jalur khusus bagi warga disabilitas;

4. Koordinasi antara pegawai terjalin dengan baik sehingga
pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

Sedangkan kelemahan yang dimiliki oleh Kecamatan

Tingkir antara lain:

1. Masih adanya pegawai di Kantor Kecamatan Tingkir yang
memiliki pendidikan SLTA namun kurangnya minat para
pegawai tersebut untuk melanjutkan pendidikan terakhir ke
jenjang yang lebih tinggi lagi;

2. Tidak seimbangnya kualitas dan kuantitas SDM dengan beban
tugas yang harus diselesaikan, beban tugas yang banyak tidak

diimbangi dengan jumlah pegawai yang memadai, baik dari
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segi kualitas maupun kuantitas pegawai, sehingga
mengakibatkan terjadinya penumpukan pekerjaan tertentu
pada beberapa pegawai saja;

3. Kemajuan teknologi yang semakin pesat, harus dimbangi

dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,
Kecamatan Tingkir mempunyai tantangan sekaligus peluang
dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja, tantangan yang
dimiliki Kecamatan Tingkir antara lain:

1) Kecamatan hanya sebagai koordinator dalam
penyelenggaraan Pemerintahan di wilayahnya, mempunyai
tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan Pemerintahan
yang dilimpahkan oleh Wali Kota, sesuai karateristik Wilayah,
kebutuhan Daerah dan tugas Pemerintahan lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

2) Kurang optimalnya koordinasi dengan OPD terkait dalam
pelaksaaan perencanaan pembangunan sehingga
mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan,;

3) Masih terbatasnya peran kecamatan dalam pemberdayaan
lembaga kemasyarakatan, sehingga kinerja lembaga
kemasyarakatan belum optimal;

4) Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat
menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat
baik kualitatif maupun kuantitatif;

5) Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik,
diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar
operasional yang baku; dan

6) Dampak pandemi covid-19, yang merubah tatanan baik di

masyarakat maupun instansi pemerintah.

R S R R NS R SR
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Peluang yang dimiliki Kecamatan Tingkir antara lain:

1) Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang
pada Kecamatan Tingkir untuk meningkatkan kinerja;

2) Membuat perencanaan yang matang dan terorganisir untuk
mendukung pelaksanaan tugas, fungsi serta
program/kegiatan yang akan dilaksanakan,;

3) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar dapat
mengakomodir usulan pembangunan dari masyarakat yang
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat melalui hasil
Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)
Kecamatan;

4) Penguatan kelembagaan masyarakat di kelurahan dan
kecamatan untuk dapat saling koordinasi dan melalukan
hubungan yang baik antara aparatur pemerintah Kecamatan
dengan Kelurahan serta lembaga lintas sektoral untuk
bersama-sama memberikan kesadaran akan pentingnya
peran serta masyarakat pembangunan; dan

5) Implementasi Permendagri 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, sehingga usulan
pembangunan bisa direalisasikan dengan kegiatan yang
dilaksanakan di tingkat kelurahan.

Berdasarkan pada situasi, kondisi dan permasalahan
Kecamatan Tingkir diatas dan diselaraskan dengan prioritas
peningkatan pelayanan prima di kecamatan, maka dapat
dirumuskan beberapa isu strategis yang perlu mendapat
perhatian khusus yaitu : Upaya Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat dan Penanganan Terhadap Penyandang

Permasalahan Kesejahteraan Sosial.
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Arah Kebijakan Pembangunan Kota Salatiga tahun 2023
disusun dalam rangka mengisi kekosongan pemerintahan Kota
Salatiga dimana masa pengabdian Wali Kota yang habis pada
tahun 2022, penentuan Tujuan dan Sasaran disusun dengan
mengacu kepada Misi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kota Salatiga Tahun 2005 - 2025, arah kebijakan ditujukan
untuk “Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan Melalui
Pelayanan Infrastruktur, Penanganan Stunting dan
Penanggulangan Kemiskinan”. Keberhasilan pembangunan
ditandai dengan pencapaian indikator makro pembanguan
daerah.

Memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan
propinsi serta berdasarkan tahapan RPD Kota Salatiga Tahun
2023-2026 maka pada tahun 2023 Pembangunan Kota Salatiga
diprioritaskan pada:

1. Memperkuat ekonomi kerakyatan melalui UMKM, Industri

Kecil dan Menengah untuk menciptakan Daya Saing;

2. Pemantapan Infrastruktur yang mengarah pada penataan
wajah kota dan tata ruang yang berwawasan lingkungan.
3. Pemantapan Program Penanggulangan Kemiskinan &

Stunting.

4. Pemantapan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan guna
mewujudkan SDM yang berdaya saing.

5. Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik melalui
transformasi teknologi.

6. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan
transparan

Kecamatan Tingkir berkontribusi pada perwujudan Tata
Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan dengan
sasaran untuk meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi
pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik

dan tata kelola pemerintahan.
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2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RENSTRA
Review terhadap Rancangan Rencana Strategis yang dilakukan
Kecamatan Tingkir Kota Salatiga adalah perbandingan antara
Rencana Strategis dengan hasil analisis kebutuhan, sudah sesuai
dengan target atau belum. Review terhadap Rancangan RENSTRA
pada tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel 3 sebagaimana

terlampir dalam lampiran.

s ]
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, antara lain bertujuan untuk mewujudkan
pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain
organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi,
efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja
yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan
potensi Daerah. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah,
yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada
Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dén Urusan
Pemerintahan Pilihan. Pembentukan Perangkat Daerah
mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk,
kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai
dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah
sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah
melalui Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang
Kecamatan, dalam PP ini disebutkan, Kecamatan atau yang
disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah
kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Pembentukan
Kecamatan, menurut PP ini, dilakukan melalui: a. pemekaran 1
(satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih; b.
penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan lainnya yang
bersandingan dalam satu daerah kabupaten/kota menjadi
Kecamatan baru. PP ini juga mengatur mengenai masalah
Kelurahan, dari pembentukan hingga kedudukan Kelurahan dan

tugas Lurah, termasuk juga masalah pendanaan, dan pakaian

dinas Camat dan Lurah.




Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, mewajibkan semua
Pemerintah daerah untuk mengimplementasikan kedua
peraturan tersebut.

Dalam rangka penerapan pengelolaan data dan informasi,
penyusunan, monitoring serta evaluasi dokumen rencana
pembangunan daerah secara elektronik, telah di terbitkan
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 98 tahun 2018 tentang
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Maka sejak
tanggal 1 Januari 2021 Pemerintah Daerah harus menggunakan
aplikasi SIPD baik dari perencanaan, pelaksanaan sampai
dengan evaluasi. Akan tetapi di sisi lain, aplikasi SIPD masih
belum optimal sehingga terjadi keterlambatan dalam
perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan di Tahun 2021.

Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019, program dan
kegiatan mengalami banyak perubahan. Dalam pelaksanaannya
perlu waktu untuk penyesuaian, karena keterbatasan SDM dan
sarana prasarana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko,
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, PP Nomor 16
tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri RI Nomor 503/3236/SJ tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah dan Nota Dinas
Kepala Bagian Pemerintahan Nomor 138/14/101.1 tanggal 6
April 2021 perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi bidang
Administrasi Kewilayahan membahas Evaluasi Kebijakan
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), mulai
tanggal 2 Juli 2021, seluruh wewenang PATEN bidang perijinan
dicabut. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama Kecamatan

- ]
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3.2.

3.3.

“Presentase layanan perijinan PATEN yang diterbitkan” tidak
diproyeksikan di Tahun 2023.

Tujuan dan Sasaran Renja OPD
Tujuan yang ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan

Tingkir Tahun 2023-2026 dalam rangka menjawab isu strategis

berdasarkan tugas dan fungsi kecamatan yaitu “Meningkatkan

pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah” dengan

sasaran “Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi

pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik

dan tata kelola pemerintahan “ dan indikator sasaran sebagai

berikut :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat;

2. Prosentase realisasi wajib pajak yang membayar PPB P2;

3. Prosentase realisasi usulan hasil Musrenbang Kecamatan
Tingkir;

4. Prosentase PKK aktif.

Program dan Kegiatan
Berakhirnya masa jabatan Wali Kota Salatiga seiring
dengan berakhirnya RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022,
yang juga berarti berakhirnya visi dan misi pembangunan dalam
kurun waktu 2017-2022. Berdasarkan hal tersebut, penentuan
Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kota Salatiga Tahun 2023-
2026 disusun dengan mengacu kepada Misi Rencana Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025.
Adapun misi yang berkaitan langsung dengan Kecamatan
Tingkir adalah misi ke-3 yaitu “Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan
yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas,
profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin
meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh

infrastruktur dan teknologi maju”.
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Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di
Kecamatan Tingkir Tahun 2023 berdasarkan RKPD Kota Salatiga
Tahun 2023 terdiri dari :

- Program : 5 program
- Kegiatan : 12 kegiatan
- Sub Kegiatan: 41 sub kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Tingkir Tahun
2023 sebagai berikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
e Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat daerah.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
e Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah).
- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
e Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat daerah
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
e Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan komponen instalasi Listrik / Penerangan
bangunan kantor
- Penyediaan peralatan rumah tangga
- Penyediaan bahan logistik kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang
undangan

- Fasilitas kunjungan tamu

- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi
SKPD




Kegiatan  Penyediaan Jasa  Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

- Penyediaan jasa surat menyurat

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik

- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapn kantor

- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan
dan pajak kendaraan perorangan dinas atau
kendaraan dinas jabatan

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,
pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau
lapangan

- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan
bangunan lainnya

- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana
gedung kantor atau bangunan lainnya

- Pemeliharaan/tehabilitasi sarana dan prasarana

pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
Publik

Kegiatan Koordinasi pennyelenggaraan kegiatan

pemerintahan di tingkat kecamatan

- Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan

Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang

ada di kecamatan

- Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan

kepada masyarakat di wilayah kecamatan




3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
e Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan
masyarakat di wilayah kecamatan
e Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum
Musyawarah perencanaan pembangunan di
kelurahan
e Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sidorejo Kidul
- Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan
* Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kutowinangun Kidul
- Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan
e Kegiatan Pemberdayaan kelurahan Kutowinangun Lor
- Pembangunan Sarana dan prasarana kelurahan
- Pemberdayaan masyarakat di kelurahan
e Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kalibening
- Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan
- Pemberdayaan masyarakat di kelurahan
e Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Gendongan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan
- Pemberdayaan masyarakat di kelurahan
e Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tingkir Tengah
- Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan
- Pemberdayaan masyarakat di kelurahan
e Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tingkir Lor
- Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan

- Pemberdayaan masyarakat di kelurahan

B e s R R G s:
Rencana Kerja Kecamatan Tingkir Tahun 2023 25



4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
e Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
sesuai Penugasan Kepala daerah
- Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di
kecamatan

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan

Desa
e Kegiatan fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi  pengeloaan  keuangan desa dan

pengayagunaan aset desa (Rp85.000.000,00)




BAB IV
PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tingkir
Tahun 2023 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan
pengambilan keputusan pada tahun yang bersangkutan. Dengan
tersusunnya Rencana Kerja ini diharapkan mampu merealisir dan
menjembatani serta memberikan arah bagi pelaksanaan
Pemerintahan di Kecamatan Tingkir Tahun 2023.

Dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan di Kota
Salatiga maka diharapkan pula dengan tersusunnya Renja ini mampu
mengoperasikan rangkaian perencanaan kegiatan-kegiatan
pembangunan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan ataupun harapan
masyarakat. Sehingga Kecamatan Tingkir ini yang merupakan satu
dari empat Kecamatan di Kota Salatiga akan mampu mewujudkan
kemajuan yang berarti dan dapat memberikan kepuasan bagi
masyarakat di wilayah Kecamatan Tingkir Kota Salatiga.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Tingkir Tahun 2023 kami
susun semoga dengan penuh harap dan usaha dapat terealisasi -

dengan baik.
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Tabel 1

it Hasil Renja Tingkir dan
Tingkir s/d Tahun 2022
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perkiraan Realisasi Capaian Target
Tahun (lalu/2021) RENSTRA s/d Tahun (berjalan/2022)
. Target Kinerja Capaian | Realisasi Target Kinerja
e Urusan/Urusan Indiator Kiterja Program Renstra PD |  Hasil Program dan TagetProgamdan | Capaian
o Bidang/Programy/Kegiatan | PTO9%3M (OUOMe) /| ropy 1y e periode | Keluaran Kegiatan s/d Kegiaten RerjaPD | ™ programdan | 1Ingkat Capaian
Kegiatan (output) RENSTRA PD) Tahun (2020) Target Renja PD | Realisasi Renja PD |  Tingkat | Tahun (berjalan/2022) Kegiatan s/d | Realisasi Target
Tahun (2021) Tahun (2021) Realisasi (%) Tahun Renstra
(berjplan/2022) &
1 2 3 4 5 6 P 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100
Program Pelayanan Terlaksananya
pu*;mnran
Penyediaan Jasa Surat Tersedianya meterai 58.521.000 31.791.000 - = - 31.791.000 54,32
lenviurat
Penyediaan Jasa Terbayamya tagihan air, 439,655,000 240.666.775 - - < 240.666.775 54,74
Komunikasi Sumber Daya | listrik dan telepon
Airdan Listek
Penyediaan Jasa Jaminan |Terbayarnya asuransi 20.087.000 13.403.825 & = = 13.403.825 66,73
Barang Milik Daerah Kendaraan Dinas
Penyediaan Jasa Terbayamya pajak 58.521.000 32.138.950 - - - 32.138.950 54,92
dinas 2 mobil
dinas/operasional/perpanja | dan 62 motor
noan STNK
Penyediaan Jasa Terbayamya jasa 557.160.000 398.117.012 - = - 398.117.012 71,45
Kebersihan Kantor kebersihan
kantor, terbayarnya BPIS
Penyediaan Alat Tulis Tersedianya alat tulis 655.000.000 324.789.300 - =. = 324.789.300 49,59
Kantor,
Barang Tersedianya barang 342.000.000 181.194.760 C = - 181.194.760 52,98
Cetakan dan Penggandaan | cetakan dan
IB ya lampu dan 71.500.000 41.946.000 L = = 41.946.000 58,67
Instalasi Listrik/ | komponen Listrik
Penerangan Bangunan
Kankor
105.000.000 44.160.000 - - - 44.160.000 42,06
Rumah Tanaoa #,m tanaca
Penyediaan Bahan Bacaan |Tersedianya bahan 105.500.000 43.622.750 - - - 43.622.750 41,35
dan Peraturan PerUndang- | bacaan
Penyediaan Bahan Logistik | Terlaksananya pengisian 93.900.000 44.350.000 - - - 44.350.000 47,23
Kantor 48 tabung gas 12 kg
dan air minum 384
oakon,
Penyediaan Makanan dan | Tersedianya makan dan 268.000.000 135.185.000 * - - 135.185.000 50,44
Minuman minum rapat dan tamu
Tersedianya makan dan - - - -
Pu!uln keniatan
rRamt-rapat Koordinasi dan | Terselenggaranya rapat- 600.000.000 395.330.143 = ~ - 395.330.143 65,89
Ke Luar Daerah |rapat koordinasi dan
ke luar daerah
Y 700.710.000 551.924.344 £ = - 551.924.344 78,77
teknis/Keamanan malam dan petugas
Program 1#’siai:saﬂaﬂya
Sarana dan Prasarana Peningkatan Sarana dan
Aparatur Prasarana Aparatur
Gedung T 1.318.217.000 109.060.000 = = - 109.060.000 827
348.700.000 432.129.000 - - - 432.129.000 123,93
570.000.000 163.717.700 . = - 163.717.700 28,72
266.500.000 142.438.000 - = - 142.438.000 5345
324.900.000 232.117.700 - - - 232.117.700 71,44
584.000.000 167.977.663 = - - 167.977.663 28,76
Kendaraan Pemeliharan
Dinas/O, v
Dinas/Operasional
IE 115.000.000 40.017.000 - - - 40.017.000 34,80
Gedung
Kantor Perlengkapan Gedung
{ianton
Y 125.000.000 61.923.000 * < - 61,923.000 49,54
Gedung Kantor y/ Peralatan
Gedung Kantor
120.405.000 24.577.500 - = - 24.577.500 20,41
Y Taman F Taman di
kecamatan dan
Nxolsahan
Rehabilitasi sedang/berat | Terlaksananya 850.000.000 467.565.000 - = - 467.565.000 55,01
gedung kantor Rehabilitasi
sedang/berat gedung
TProgram Peningkatan —— [Terlaksananya
Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin
S
Pengadaan Pakaian Dinas |Terlaksananya 158.500.000 83.906.050 » - - 83.906.050 52,94
beserta Perlengkapannya |Pengadaan Pakaian
Dinas 90 PNS dan 17
T,
Program Peningkatan  Terlaksananya
Sistem gl n
:ehporan Capaian Kinerja |Capaian Kinerja dan
Laf Tersedianya buku 111.560.000 92.771.625 : e > 92.771.625 83,16
Capaian Kinerja dan laporan
htisar Bealisas
Program Peningkatan dan | Terlaksananya
Dageal dancab, s
Intensifikasi PBB  Terlaksananya 1.575.000.000 147.449.800 & - - 147.449.800 9,36
percepatan Pembayaran
Program Peningkatan  Terlaksananya
i |Kebadcyun
P Lembaga [Tt Petugas RT 4.741.806.000 1.498.176.020 - - - 1.498.176.020 31,60
dan O i dan RW
 Tinakir
Penyelenggaraan Pembinaan Linmas 150 190.550.000 50.470.000 - - - 50.470.000 26,49
| Tenaga Teknis dan FKPM, rapat koordinasi A
Linmac
Penyelenggaraan Terwujudnya 1.235.072 91.821.550 - - - 91.821.550 7.434,51
s bagi
Desa
lm Pengelolaan - - - - - - &




Fasilitas Peningkatan Terfasilitasinya kegiatan 246.435.000 72.252.400 * g = = 72.252.400 29,32
sarana prasarana tim lelang garapan eks
tanah bengkok
ﬁoﬂltﬂ'ing Evaluasidan  |Tersedianya data 492.315.000 76.674.200 2 - - - 76.674.200 15,57
Pelporan |informasi dan
wilavah
Pendampingan dana - - - - - - - -
hibah
Program P T P
ipa daiam
dalam Membangun Desa | Memebangun Desa
i peran serta 2.282.379.000 724.824.995 - v S - 724.824.995 31,76
dalam upaya
desa
Monitoring Evaluasi dan Tersedianya data 328.000.000 136.321.500 = - = » 136.321.500 41,56
Pelporan informasi dan
wilavah
Program Peningkatan | Terlaksananya
| Kapasitas Aparatur Peningkatan Kapasitas
Pemerintah Daerah Aparatur Pemerintah
Naarab
Pelatihan aparatur Terlaksananya 209.650.000 31.342.000 = ¥ = - 31.342.000 14,95
pemerintah desa dalam | pembinaan pegawai
?ldang pembangunan
Terlaksananya 465.300.000 221.272.800 = - = ¥ 221.272.800 47,55
Musrenbang Musrenbang tingkat
kecamatan dan
waban
Program Pengelolaan Areal | Terlaksananya
Pemakaman Pengelolaan Areal
g dny 10.000.000 114.100.000 = o = - 114.100.000 1.141,00
Areal o wisata
(Kel Tingkir Lor)
rl;rogram Pengelolaan
Ruang terbuka Hijau
Taman 1.650.000.000 459.417.000 = = = - 459.417.000 2784
Rekreasi
Program Peningkatan
Pelayanan Perifinan
arnadi
Pembinaan 204.000.000 76.668.800 e s = ® 76.668.800 37,58
Penyelenggaraan
negiinan
Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Partisipasi Masyarakat Terlaksananya Pentas 340.000.000 95.049.000 B - = : 95.049.000 27,96
dalam Pengelolan Seni dalam rangka
Kekayaan Budaya | menyambut tahun baru
Urusan Kewilayahan
Kecamatan
iPROGRM PENUNJANG |Tersedianya
URUSAN PEMERINTAH |Penunjang Urusan
Daerah Kabupaten /
Kegiatan Per - = 3.700.000 1.863.250 50,36 3.700.000 5.563.250 -
dan Perencanaan,
evaluasi kinerja Perangkat | Penganggaran, dan
Daerah Evaluasi Kinerja
| Demackat daccab.
Kegiatan Administrasi Terbayamya gaji dan - -| 8.848.500.000 8.548.323.474 96,61 8.176.373.988 16.724.697.462 -
Keuangan Perangkat tunjangan PNS,
Daerah
i premi = - 8.000.000 6.963.475 87,04 12.000.000 18.963.475 -
Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah dinas
Kegiatan = £ 5.263.000 4.868.000 92,49 7 4.868.000 -
Perangkat  |p P
Nasrah
egl i i = - 295.676.600 217.260.945 7348 272.130.850 489.391.795 -
Umum Perangkat Daerah | umum perangkat daerah
Kegiatan Pengadaan Tersedianya Barang Milik = - 23.619.000 8.641.250 36,59 - 8.641.250 -
Barang Milik Daerah Daerah Penunjang
Penunjang Urusan Urusan Pemerintah
inkab Daacah
Kegiatan Penyediaan Jasa |Terlaksananya > - 468.251.100 445.210.076 95,08 464.982.650 910.192.726 -
Penunjang Urusan penyediaan jasa
Pemerintah Daerah penunjang urusan
Daacab,
Kegiatan Pemeliharaan  Terlaksananya - - 179.171.900 161.472.849 90,12 109.238.500 270.711.349 -
Barang Mifik Daerah pemeliharaan BMD
Penunjang Urusan penunjang urusan
intaban.Daacah, daacah
PROGRAM Ferummannvn
PENYELENGGARAAN Pemerintahan dan
PEMERINTAHAN DAN | Pelayanan Publik
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi  Terselanggaranya - L 56.624.000 53.030.000 93,65 54.944.000 107.974.000 -
Penyelenggaraan Kegiatan | Koordinasi
Pemerintahan di Tingkat | Penyelenggaraan
Kecamatan | Kegiatan
| Pemerintahan di Tingkat
Kegiatan Té - - 14.000.000 9.794.400 69,96 7.500.000 17.294.400 -
Urusan Pemerintahan yang | Urusan Pemerintahan
tidak dilaksanakan oleh yang tidak dilaksanakan
unit kerja perangkat oleh unit kerja
daerah yang ada di perangkat daerah yang
kecamatan ada di kecamatan
PROGRAM Terselenggaranya
PEMBERDAYAAN Pemberdayaan
DESA Desa dan
DAM vE
Kegiatan %’ Y " s 185.721.000 168.394.500 90,67 259.466.900 427.861.400 =
Kegiatan
Desa desa
Kegiatan Pemberdayaan  |Terlaksananya kegiatan s -] 8.121.326.700 7.915.220.150 97,46 9.412.801.780 17.328.021.930 =
Kelurahan | pemberdayaan
{ kelurahan




PROGRAM
KOORDINASI
KETENTR DAN

Terlaksananya
Koordinasi
dan

K il L.

Kegiatan Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan

dan

 Terfaksananya PPKM
Mikro di wilayah
Tingkir

DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA

697.716.000

693.335.000

693.335.000

L L e
PROGRAM PEMBINAAN

Terselenggaranya
pembinaan dan

pengawasan
desa

Kegiatan Fasilitasi,
i dan

Teriaksananya Fasilitasi,
dan

dan

dan Desa

76.344.300

106.401.500




Tabel 3

Review terhadap Rancangan RENSTRA pada Tahun 2023

Rancangan Renstra Tahun 2023

> Catatan
e Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja z:r?:: Pagtz(l,;;li)kaﬂf Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Z:r?::: Keb“:m'; dana Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Penunjang Salatiga |Prosentase terlaksananya 100 12.638.000 |Program Penunjang Salatiga |Prosentase terlaksananya 100 9.942.866,738
Urusan Pemerintah kegiatan pendukung urusan Urusan Pemerintah kegiatan pendukung urusan
Daerah Kabupaten/Kota pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pemerintahan
1 |Perencanaan, Salatiga | Prosentase terlaksananya 100 8.000 | Perencanaan, Salatiga | Prosentase terlaksananya 100 8.000
Penganggaran, dan kegiatan perencanaan, Penganggaran, dan kegiatan perencanaan,
Evaluasi Kinerja penganggaran dan Evaluasi Evaluasi Kinerja penganggaran dan Evaluasi
Kineria Peranakat Daerah Peranakat Daerah Kineria Peranakat Daerah
a |Koordinasi dan penyusunan |Salatiga |Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 9 8.000 |Koordinasi dan penyusunan |Salatiga {Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 9 8.000
laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan ikhtisar realisasi kinerja skpd Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
2 |Admistrasi Keuangan Salatiga | Proesentase terlaksananya 100 10.687.500 | Admistrasi Keuangan Salatiga | Proesentase terlaksananya 100 8.849.885
Perangkat Daerah kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah kegiatan Administrasi keuangan
a |Penyediaan gaji dan Salatiga |Jumlah Orang yang Menerima 85 10.557.500 {Penyediaan gaji dan Salatiga [Jumlah Orang yang Menerima 85 8.754.124,738
tunjangan ASN Gaji dan tunjangan ASN Gaji dan
Tuniangan ASN Tunjangan ASN
b |Penyediaan administrasi Salatiga |Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 12 130.000 |Penyediaan administrasi Salatiga [Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 12 95.760
pelaksanaan tugas ASN Administrasi pelaksanaan tugas ASN Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN
3 | Administasi Barang Salatiga |Proesntase Terlaksananya 100 8.000 | Administasi Barang Milik |Salatiga | Proesntase Terlaksananya 100 33.000
Milik Daerah pada pengamanan barang milik daerah Daerah pada Perangkat pengamanan barang milik daerah
SKPD SKPD
a |Pengamaan barang milik Salatiga |Jumlah Dokumen Pengamanan 2 8.000 |Pengamaan barang milik Salatiga [Jumlah Dokumen Pengamanan 2 33.000
daerah SKPD Barang Milik daerah SKPD Barang Milik
Daerah SKPD Daerah SKPD
4 | Administrasi Salatiga | Persentase terlaksananya 100 250.000 | Administrasi Salatiga | Persentase terlaksananya 100 -
kepegawaian perangkat kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat kegiatan Administrasi
daerah kepegawaian perangkat daerah daerah kepegawaian perangkat daerah
a |Pengadaan Pakaian Salatiga [Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta 1 100.000 |Pengadaan Pakaian Dinas |Salatiga |Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta - -
Dinas beserta Atribut Atribut beserta Atribut Atribut
Kelengkapannya Kelengkapan Kelenakapannya Ke
b |Pendidikan dan pelatihan  |Salatiga |Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas 85 100.000 {Pendidikan dan pelatihan Salatiga |Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas - -
pegawaian berdasarkan dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan pegawaian berdasarkan tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan
f . . : jan Pelatit
¢ |Sosialisasi Peraturan Salatiga |Jumlah Orang yang Mengikuti 0 50.000 |Sosialisasi Peraturan Salatiga [Jumlah Orang yang Mengikuti - -

Perundang-Undangan

Sosialisasi

Peraturan Perundang-Undangan

Perundang-Undangan

Sosialisasi
Peraturan Perundang-Undangan




269.600

Administrasi Umum Salatiga |Prosentase terlaksananya 100 360.000 | Administrasi Umum Salatiga | Prosentase terlaksananya 100
Perangkat Daerah administrasi umum perangkat Perangkat Daerah administrasi umum perangkat

daerah daerah
Penyediaan Komponen Salatiga [Jumlah Paket Komponen 1 20.000 |Penyediaan Komponen Salatiga |Jumlah Paket Komponen 1 17.600
Instalasi Instalasi Instalasi Instalasi
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan  Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan  Bangunan
Bangunan Kantor yang Disediakan Kantor Kantor yang Disediakan
Kantor
Penyediaan Peralatan Salatiga [Jumlah Paket Peralatan Rumah 2 30.000 |Penyediaan Peralatan Rumah |Salatiga [Jumlah Paket Peralatan Rumah 2 27.600
Rumah Tangga Tangga yang Tangga Tangga yang

Disediakan Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik |Salatiga |Jumlah Paket Bahan Logistik 5 90.000 |Penyediaan Bahan Logistik ~ |Salatiga {Jumlah Paket Bahan Logistik 5 69.400
Kantor Kantor yang Kantor 1 Kantor yang

Disedial Disediak
Penyediaan Barang Cetakan |Salatiga |Jumlah Paket Barang Cetakan dan 2 50.000 |Penyediaan Barang Cetakan |Salatiga |Jumlah Paket Barang Cetakan dan 2 30.000
dan Penggandaan dan Penggandaan
Penggandaan yang Disediakan Penagandaan vang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan |Salatiga |[Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 2 20.000 |Penyediaan Bahan Bacaan Salatiga |Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 2 18.500
dan Peraturan Perundang-Undangan yang dan Peraturan Perundang-Undangan yang
Peraturan Perundang- Disediakan Peraturan Perundang- Disediakan
undangan undanaan
Fasilitasi Kunjungan Tamu |Salatiga [Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan i 20.000 |Fasilitasi Kunjungan Tamu Salatiga |Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 1 6.500

Tamu Tamu
Penyelenggaraan Rapat Salatiga |Jumlah  Laporan 1 110.000 |Penyelenggaraan Rapat Salatiga |Jumlah  Laporan 1 100.000
Koordinasi Penyelenggaraan  Rapat Koordinasi Penyelenggaraan  Rapat
dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Salatiga |Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip 1 20.000 |Penatausahaan Arsip Dinamis |Salatiga |Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip = -
Dinamis pada SKPD Dinamis pada SKPD Dinamis

pada SKPD pada SKPD
Pengadaan Barang Milik |Salatiga | Prosentase tersedianya 100 350.000 | Pengadaan Barang Milik |Salatiga | Prosentase tersedianya 100 -
Daerah Penunjang pengadaan barang milik daerah Daerah Penunjang pengadaan barang milik daerah
Urusan Pemerintah penunjang urusan pemerintah Urusan Pemerintah penunjang urusan pemerintah
Daerah daerah Daerah daerah
Pengadaan Kendaraan Salatiga |Jumlah Unit Kendaraan Perorangan 5 100.000 {Pengadaan Kendaraan Salatiga |Jumlah Unit Kendaraan Perorangan - -
Perorangan Dinas atau Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perorangan Dinas atau Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kendaraan Dinas Jabatan y isedi Ken vang Disediakan
Pengadaan Mebel Salatiga |Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 100.000 |Pengadaan Mebel Salatiga |Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - -
Pengadaan Peralatan dan  |Salatiga [Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 15 50.000 |Pengadaan Peralatan dan Salatiga |Jumlah Unit Peralatan dan Mesin - -
Mesin Lainnya Lainnya yang Mesin Lainnya Lainnya yang

ki Disedi

Pengadaan Sarana dan |Salatiga |Jumlah Unit Sarana dan 15 50.000 |Pengadaan Sarana dan |[Salatiga [Jumlah Unit Sarana dan - -
Prasarana Gedung Kantor Prasarana Gedung Kantor atau Prasarana Gedung Kantor Prasarana Gedung Kantor atau
atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan
Pengadaan Sarana dan Salatiga |Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 140 50.000 |Pengadaan Sarana dan Salatiga |Jumlah Unit Sarana dan Prasarana - -

Prasarana
Pendukung Gedung Kantor
atau

Banaunan | ainnva

Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Disediakan

Prasarana
Pendukung Gedung Kantor
atau

Banaunan Lainnva

Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Disediakan




Penyediaan Jasa Salatiga | Prosentase tersedianya jasa 1 524.500 | Penyediaan Jasa Salatiga | Prosentase tersedianya jasa 1 518.482
Penunjang Urusan penunjang urusan pemerintahan Penunjang Urusan penunjang urusan pemerintahan
A daerah Pemerintahan Daerah daerah
Penyediaan Jasa Surat Salatiga |Jumiah Laporan Penyediaan 1 4.500 |Penyediaan Jasa Surat Salatiga [Jumlah Laporan Penyediaan 1 4.500
Menyurat Jasa Surat Menyurat Jasa  Surat
Menyurat Menyurat
Penyediaan Jasa Salatiga |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 3 70.000 {Penyediaan Jasa Komunikasi, |Salatiga |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 3 70.000
Komunikasi, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Sumber Daya Air dan Listrik Listrik yang Disediakan Listrik yang Disediakan
- - - < - Penyediaan Jasa Peralatan Salatiga 15.000
dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan |Salatiga |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 450.000 |Penyediaan Jasa Pelayanan |Salatiga |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 428.982
Umum Pelayanan Umum Pelayanan
Kantor Umum Kantor vang Disediakan Kantor Umum Kantor vang Disediakan
Pemeliharaan Barang Salatiga | Prosentase terpeliharanya barang 100 450.000 | Pemeliharaan Barang Salatiga | Prosentase terpeliharanya barang 100 263.900
Milik Daerah Penunjang milik daerah penunjang urusan Milik Daerah Penunjang milik daerah penunjang urusan
Urusan Pemerintahan pemerintah daerah Urusan Pemerintahan pemerintah daerah
Daerah Daerah
Penyediaan Jasa Salatiga |Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 2 60.000 |Penyediaan Jasa Salatiga |Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 2 45.000
Pemeliharaan, atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Pemeliharaan, atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Biaya Pemeliharaan dan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
Kendaraan Perorangan atau
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Salatiga |Jumlah Kendaraan Kendaraan Dinas 21 80.000 |Penyediaan Jasa Salatiga |Jumlah Kendaraan Kendaraan Dinas 21 55.000
Pemeliharaan, Operasional atau Lapangan yang Pemeliharaan, Operasional atau Lapangan yang
Biaya Pemeliharaan dan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Pajak Kendaraan Dinas Operasional
Kendaraan Dinas atau Lapangan
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi  |Salatiga [Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 1 200.000 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Salatiga |Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 1 100.000
Gedung Kantor dan Lainnya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnva Y Lainnya y ipeli i
Pemeliharaan/Rehabilitasi  |Salatiga |Jumlah Sarana dan Prasarana 1 90.000 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Salatiga |[Jumlah Sarana dan Prasarana 1 58.900
Sarana Gedung Kantor atau Bangunan Sarana Gedung Kantor atau Bangunan
dan Prasarana Gedung Lainnya yang dan Prasarana Gedung Kantor Lainnya yang
Kantor atau Bangunan Dipelihara/Direhabilitasi atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/ Rehabilitasi  |Salatiga [Jumlah Sarana dan Prasarana 10 20.000 |Pemeliharaan/ Rehabilitasi Salatiga |Jumlah Sarana dan Prasarana 10 5.000
Sarana Pendukung Gedung Kantor atau Sarana Pendukung Gedung Kantor atau
Dan Prasarana Pendukung Bangunan Lainnya yang Dan Prasarana Pendukung Bangunan Lainnya yang
Gedung Dipelihara/Direhabilitasi Gedung Dipelihara/Direhabilitasi
Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan
1 ainnva L ainnva




PROGRAM Salatiga |Prosentase Peningkatan Skor IKM 0,83 80.000 |PROGRAM Salatiga |Prosentase Peningkatan Skor IKM 0,83 445.618,5
PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN DAN
P PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Salatiga | Persentase terlaksananya 76 70.000 | Koordinasi Salatiga | Persentase teriaksananya 76 435.619
Penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemerintahan Kegiatan Kegiatan Pemerintahan di Kegiatan
di Tingkat Pemerintahan di Tingkat Tingkat Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Salatiga |Jumlah Dokumen Peningkatan 2 70.000 |Peningkatan Efektifitas Salatiga |Jumlah  Dokumen Peningkatan 2 435.618,5
Kegiatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kegiatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di
Pemerintahan di Tingkat Tingkat Kecamatan Pemerintahan di Tingkat Tingkat Kecamatan
Kecamatan
Penyelenggaraan Salatiga | Persentase partisipasi masyarakat 80 10.000 | Penyelenggaraan Urusan |Salatiga | Persentase partisipasi masyarakat 80 10.000
Urusan Pemerintahan dalam efektifitas pelaksanaan Pemerintahan yang tidak dalam efektifitas pelaksanaan
yang tidak Dilaksanakan pelayanan kepada masyarakat di Dilaksanakan oleh pelayanan kepada masyarakat di
oleh wilayah kecamatan Unit Kerja Perangkat wilayah kecamatan
Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Daerah yang ada di Kecamatan
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Salatiga [Jumlah  Laporan  Peningkatan 8 10.000 |Peningkatan Efektifitas Salatiga |Jumlah  Laporan  Peningkatan 8 10.000
Pelaksanaan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Pelaksanaan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
Pelayanan kepada kepada Masyarakat di Pelayanan kepada Masyarakat kepada Masyarakat di
Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Wilayah Kecamatan
Wi Wi
PROGRAM Salatiga |Tingkat Partisipasi Masyarakat 40 7.047.830 |PROGRAM Salatiga |Tingkat Partisipasi Masyarakat 40 6.050.630
PEMBERDAYAAN dalam Musrenbangkel PEMBERDAYAAN dalam Musrenbangkel
MASYARAKAT DESA DAN MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN KELURAHAN
Salatiga | Prosentase PKK Aktif 72 Salatiga | Prosentase PKK Aktif 72

Koordinasi Kegiatan Salatiga | Persentase partisipasi masyarakat 80 175.000 | Koordinasi Kegiatan Salatiga | Persentase partisipasi masyarakat 80 240.000
Pemberdayaan Desa dalam Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Desa dalam Efektifitas Kegiatan

Pemerintahan di Tingkat Pemerintahan di Tingkat

Kecamatan dan Prosentase Kecamatan dan Prosentase

penigkatan partispasi masyarakat penigkatan partispasi masyarakat

Kegiatan Pemberdayaan Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat di Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Salatiga [Jumlah  Laporan  Peningkatan 6 175.000 |Peningkatan Efektifitas Salatiga |Jumlah  Laporan  Peningkatan 6 240.000
Kegiatan Efektivitas Kegiatan Efektivitas
Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat di Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
di di Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan di Wilayah Kecamatan

Wilavah Kecamatan




Kegiatan Pemberdayaan |Salatiga | Persentase Partisipasi Masyarakat 80 6.872.830,4 | Kegiatan Pemberdayaan |Salatiga 5.810.630,0
Kelurahan Dalam Forum Musyawarah Kelurahan

Perencanaan Pembangunan di

Kelurahan dan Terlaksananya

Pemberdayaan Masyarakat di

Kelurahan
Peningkatan Partisipasi Salatiga [Jumlah  Lembaga 8 100.000 {Peningkatan Partisipasi Salatiga 92.500
Masyarakat Kemasyarakatan  yang Berpartisipasi Masyarakat
dalam Forum Musyawarah dalam Forum  Musyawarah dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan di Perencanaan Pembangunan
di Kelurahan di
Kelurahan Kelurahan
Pembangunan Sarana dan |Salatiga |Jumlah Sarana dan Prasarana 6.772.830,4 |Pembangunan Sarana dan Salatiga [Jumlah Sarana dan Prasarana 5.718.130,0
Prasarana Kelurahan Kelurahan yang Prasarana Kelurahan Kelurahan yang

Terbanqun Terbanqun
Pemberdayaan Masyarakat |Salatiga [Jumlah Pokmas dan Ormas yang Pemberdayaan Masyarakat di |Salatiga |Jumlah Pokmas dan Ormas yang
di Kelurahan Melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan Melaksanakan Pemberdayaan

Masvarakat di Kelurahan Masvarakat di Kelurahan
PROGRAM Salatiga |Prosentase upaya peningkatan 100 12.000 |PROGRAM Salatiga |Prosentase upaya peningkatan 100 78.130
PENYELENGGARAAN ketentraman dan ketertiban di PENYELENGGARAAN ketentraman dan ketertiban di
URUSAN tingkat wilayah URUSAN PEMERINTAHAN tingkat wilayah
PEMERINTAHAN UMUM UMUM

Salatiga |Prosentase Terlaksananya Tugas 100 Salatiga |Prosentase Terlaksananya Tugas 100
Forum Koordinasi Pimpinan di Forum Koordinasi Pimpinan di
Kecamatan

Kegiatan Salatiga | Prosentase Terlaksananya 80 12.000 | Kegiatan Salatiga |Prosentase Terlaksananya 80 78.130
Penyelenggaraan kegiatan Tugas Forum Koordinasi Penyelenggaraan Urusan kegiatan Tugas Forum Koordinasi
Urusan Pemerintahan Pimpinan di Kecamatan Pemerintahan Umum Pimpinan di Kecamatan
Umum sesuai sesuai Penugasan Kepala
Penugasan Kepala Daerah
Pelaksanaan Tugas Forum [Salatiga |Jumlah Dokumen Tugas Forum 1 12.000 |Pelaksanaan Tugas Forum Salatiga [Jumlah Dokumen Tugas Forum 1 78.130

Koordinasi Pimpinan
Kecamatan

Koordinasi
Pimpinan di Kecamatan

Koordinasi Pimpinan
Kecamatan

Koordinasi

Pimpinan di Kecamatan




PROGRAM PEMBINAAN |Salatiga |Persentase penyampaian SPPT 71 150.000 |PROGRAM PEMBINAAN Salatiga |Persentase penyampaian SPPT 71 115.000
DAN PENGAWASAN PBB pada WP DAN PENGAWASAN PBB pada WP

PEMERINTAHAN DESA PEMERINTAHAN DESA

Fasilitasi, Rekomendasi |Salatiga |Persentase terlaksananya 80 150.000 | Fasilitasi, Rekomendasi |Salatiga |Persentase terlaksananya 80 115.000
dan Koordinasi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Koordinasi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Pembinaan dan Desa dan Pendayagunaan Aset Pembinaan dan Desa dan Pendayagunaan Aset

Pengawasan Desa Pengawasan Desa

Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa

Fasilitasi Pengelolaan Salatiga [Jumlah Dokumen yang Difasilitasi . 150.000 |Fasilitasi Pengelolaan Salatiga [Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 2 115.000

Keuangan

dalam rangka Pengelolaan Keuangan

Keuangan

dalam rangka Pengelolaan Keuangan

Desa dan Pendayagunaan Desa dan Pendayagunaan Desa dan Pendayagunaan Desa dan Pendayagunaan
Aset Aset Desa Aset Aset Desa
Desa
Jumlah 19.927.830,4 16.632.245,238




